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2. (1) "MNegara-negara 'eserta’™ berarti Negara-negari yang telah lncI'IYt.l'Lleu}Jntu!f
erikat oleh Konvensi ini dan untuk mana Konw.nm ini berlaku, i

tl

: .
(2) Konvensi inl b:.rlaku‘mul.alis mutandis untuk satuan-satuan tersebut pad:i pasal

305, ayal 1 (b}, (c), (d), (e),. dan (D. yang menjadi Peserta Konvensi menurut syarat-syaraj yang

berlaku untuk masing-masing dau scjauh hal tersebut “Negara Peserta’ mencakup satuan-§atuan
Jersebut.

!
|
BAB II . ! ‘
) LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN :
g i
. BAGIANT1, -KE’I‘ENTUAN UMUM ;
r 1
il . \
= ,; Pasal 2 / [
Status hukum Iaut ten(orml ruang udara di atas laut :
teritorial dan dazar laut serta tanah di bawshnya ‘.

. SO

_ 1. Kedaulatan suatu Negara panlai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya
dan, dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya, mieliputi
yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.

-

Lkl

di bawahnya

pula suatu jalur laut
t

Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laul teritorial serta dasar laut danitanah
f
3. Kedaulatan atas laut lurllonal dilaksanakan dengan funduk pads kKetentuan K

{on-
vensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya,

BAGI:\NZ BATAS LAUT TERITORIAL
; Pasal 3 ) : '

Lebar Lnul. Tcrllurml

Setiap Negara bechak menétapkan chnr_l:iql teritorialnya hingga suatu batas yang Aidak
« melebihi 12 mil Jaut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.

Pas:l 4 1
l
1 } Balas Iunr-lnul teritorial ) i

Batas luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dan titik yang lcrd kat
garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial. ;
FPasal § o
| | |
Kecuali jika ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukue

lebar taut teritorial adalah garis air rl.'.l‘.ld:l!l scpanj:mg pantai sebagaimana-tezlibat pada petd skala
besar yang diakili resmi olch Nc'g'ml pnnh: tcrscbul

Caris pangkal biasa

[

]
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r

fHlermasional berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat

enerima alur [aut dun skema  pemisah lalu lintas yang demikinn sebagaimana disetujui bersaria
;mgan Nepara Kepulituan, setelah mana Negara kepulauan dapac menentukan, menetapkan
“nggantinya. ‘

atay

10. Nogara Kepulauvan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan ske-

A pemisah lalu lintas yang dilenlukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumum-
Insebagaimana mestinya,

1. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulavan harus mematuhi alur laut dan ske-
Upentisaly lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

12, Apabila suaio Negara kepulavan tidak menentukan alur [aut @tau rule penerbangun,

%ka hak lintas alur qul-kcpuluunn dapat dilaksapakan melalui rute yang biasanya digunakan un-
X pelayaran internasional.

| Pasal 543
Kewajiban kapal dan pesawat udara selaima mekikukan lintas, kegiatan riset dan survey,

Kewajiban Negar kepulauan dun peraturan perundang-undangan Negara
kepulanan bertalian dengan lintas alur laut kepulauan

Pasal-pasai 32,40, 42 dan 44 berlaku niutatis mutandis bagi lintas alur laut kepulauan.

BAB VY

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Pasal 5§

: Rejim bukum khusus zona ekonomi eksklusif

Zona ckanowmi cksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingdn dengan laut teri-
bal, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan.mana

khak dan yucisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebusan Negara lain, diatur
thketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini, ,
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: Pasal 56
tHak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai
dalam zona ckonomi cksklusil
1. Dulmn zona exonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai
s 1
() Uukhak berdaukat mntuk keperluan eksplorms! 2 eksploitast, konservasi dan nenge- :
lokuin sumber kekayuan alam, balk hayati nsuopun non-hayuti, dari perairan di atas !
dasar laut dun dJari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan denpan kegia- ;
, an lain untuk Keperluan cksplorasi dan cksploitasi ekonoimni zona tersebut, seperti !
produksi enerpi dari air, apus dan angin ; .
¢ (L)  Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuin yang refevan Konvenst ini ber- ;
Kenaan dengan . !
(i) pembuatan Jan pemakaian pulag buatan, instalasi Jdan bangunan ; !
(i) riset ilmiah keluatan ;
L 1
(iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan Lt :
el Hak dan Kewajiban Lin sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini .
2. Diadaiam “melksanakan tok-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konven-. :
Hini dalam zana ekonomi cksklusit, Negara paotai hiaras memperbatikan sebognimana mestinya
hak-liaek el kewajiban Negara fain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketenfuan .
honvensi ini. '
|
‘ |
3. lhk-hak yang tereamtum dafam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tinah
di bawalinya hatrus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI
Pasal §7 ' L
. Lebar zona eXonomi eksklustl .
!
! ]
Zona ckonomi cksklusii' tiduk boleh nu.l-.btln 200 wmd Lt dari 1,'ms pangkal dari .
tana febar it teritoriad diukur, .1
i
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Pasal 58 ]
Hak-hak dan kewajiban Negara {ain i
zona ckonomi eksklusifl

1. i zona ckonomi eksklusif, semua Nepara, baik Nepara berpantai atau tak bezr-
pantai, mueanikoneti, dengan tunduk pada kedentuan yanp relevan Konvensi ini, kebebasun-kebe:
basan pelayaran dan penerbangan, seria kebebasan meletakkan abel dan pipa bawah laat yung

disebut dalom pasal §7 dan penggunaan laut fain yoog svah menurut hukum international yang

perasian Kapal, pesawat wdarn, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-
Ketentuwan liin Konvgnsi int,

-4

Pasal 88 swmpai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku dite-
rapkan bitgi zona ckonomi cksklusif sepanjang tidak bertentangan derpan Bab ini.

.
-‘-

Dilam melaksanakan hak-hak Jdan murm.nuhi"kcwnjihunny:i berdasarkin Konveusi
ini Jdi zona vkonomi eksklusil, Negars -negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya bak-
hak dJan kewajitan Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undang:zn yang dite-
Lpkan olel Negaea p.ml.n sesuad dengan Kedentuan Konvensi ini dan pera Huran Bukum inter-
aasional Tainnya sc.pmmn;, ketentuan tersebul didak bertentangan dengan ketenluan Bab ini.

Pasal 59

Dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian
lhak-liak dan yurisdiksi di zon: ckonomi ekskiusi{

Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada
Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengkela antara
kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Neasara lain atau Negira-negara lain manapun, maka
sengketa it harus' diselesaikan berdasackan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan
“yang relevan, dengan wemperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bayi
p:lr:': pihak I‘I‘I:Itl[‘.lllll.l):l]}i masyarakat internasional secara kescluruhan.

bertalinn dengan Kebebasan-Kebuebasan ini, seperti penggunann faut yang berkaitan dengan pengo-
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Easal 60O

hilau buatan, instalasi-dan bangunan-baosinan

di zong eckonomi eksklusil

Di zona ckenomi eksklusir, Nq'.lrl pantai mempunyai |l e ekskbugil untuk mem-
Bmpun o wluk mensisaloan Qi et iur peinbaneuann, opesiss Do peniggitiniim

Y pulig g

ity instatasi daa bangunan untuk keperluan sebaeanimang ditentukandakion pasal S0
ETH :uju:m chonomi lainnya:

tel

instalasi tl.ll'l baaggunan yaeg dapat nu.le.m;-\.n pelaksiuuan hak-hak  Negara
nki didam zom lersebut,

[

Negag pinttai © munpuny.u yurisdiksi eksklusit aias pubiig bouatan, instadasi dan

.rm;.un.m demikian, termusuk yorisdiksi bertalian dengan pevituran penndang-undangan  bea
cukan, Niskal, keschoan, keselamatin Qan imigrasi

A Pembootalivan sebhagabmana mestinyn harus dilerikan mcagena  pembanguenan
pieban b nin, insLdasi atau bangunan demikian dan sacma wiap puny pemberitahuan adanya
b atau g Jdeenkam hoens digeliliees, Setiap instalasi atan hangunan yang diding
than atan inbak wrpakai hoarus dibongkiar untok menpnnin Kesebunatan pelaymiab, dengan
mempedliatihion etigp stmdar interansional yang diterima seearn nmun yang ditetsipkan dalam
had i obeh i bndernasonal ying beowenang, Pambuonpkaran demikion haras memperia-

an denpgan semesunya peaanpkapan ikan

perlindumgan livgdzuogan, oo, dan hak-hak serla
tewantuin et bar Pengimuman yang tepat haros diberikas, menvenai kedalaman, posisi

Yan chanensi sl bnstalasi-alan banguonu yang tidak dibongkar seciva Reschrruhan
4 Negarn pantan, apalilas diperlokan, dapat menctapkan zan keselamatan yiig pan-
s ai seheliling pulaa boatan, i '

instalasi dan bungonan demikinn dimana Nepnra pantai dapal

Iengantbil tnda®an sange tepat untek menjamin baik kesclamatan pelavaran maupun kescla-
mtan pulau buatan, iistalasi dan bangunan terscbhut

Yoo bebar zena Keselanmadan harus Jditentukan oleb Neaas pantai deagan memperha-
kan senda-standar fnternnaonal vage berlaku

Zony Reselbunabin demilian harus dibangun
'"!llik et hohessy 2o Reselomatan temselant cesoai dens

i sl dan Toogsi pulau bustan,
d stalasi e LGanpunan tersebid dan Gidak boleh mwelebily jarak SO0 mcter sekeliling bangiman
| lasebut, dinkur ddore awbiap titik (edduar, Keeunli apabila diijinkan oleh standir interoasional
d rang ditesonn aeciia mibum atau di rekomendasikRan oleh arpandsast infernasional yang berwe-
s \ . e .

agar . . ¥ 0 ¥
ang, Pemberitabian vanp semestings lros diberikan tentang laas 2ona Keselamatan teisebul
r

{.

Seenua kapat harus menghormati zon Keselamatan ini dan baras memenuhi standar
Aermasiotal  yane  dilerinta secara wnum yang

berGalinn denean pelayian i sekitar pulada
' Aran, imatabist, ngeunms dion zona kesclumatan.,
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NPT

7. Puldu buatan, indtalasi -dan bangunan-bangunan serta zona kesclamatan {j se
ketilingnya tidak boleh dindakan sehingga dapat mengakibalkan gangguan teshadap penpeunn
alur faut y:!l\g_!.li-“k\_‘__i yang penling bawi pelayaran internasional. .

] e Ew mEe AT

.- |,a
.

d. Tulaun buatan, Instalast dan bangunan tldak mempunyai- status pulau, Iul.m “buat.a

nstalasi dan bapgunan tidak mempunyai laut h.ntnnnlny'r sendiri, dun keh: uin.lnny'] luhl.

mempengaruhi penetapan batas Jaut teritorial, zona ckonomt eisklusil atau Lndas Lonumn

= Pasal 61 - t

Konsérvast sumber kekayaan hayati

1. Negara pa'ntai harus menentukan, jumlah (angkapan sumber kekavaan hayvati yang
dapat diperbolehkan dalam zonra ckonomi eksklusifmya.

2. Negura pantai, (lung:m mempuh.xllkdn buki jhmiah ferbaik yuny Tersedia’ haginya
harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengeldinan yung tepat qchlnyu
pemeliharman sumber kck.w.i.m hayati i ;zona ckonomi cksklusil lidak dibah ayanan aleh ks
plmta-n yang bululnhan i mana perhy, Nen.arn pantal dan drganisasi intermsionat yang berwe.
wang, bailk su .J-re;.:.nn.ﬂ segional maupun global, harus brkerja sama untuk tujusn ini,

s der

Tindakan demikian juga Lertujuan untuk- memelilars atau memulibkan populasi
jenis yang dapal dimunfaotkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari,
sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, teraastuk kebutuhan
vkonomi masyarkat neliyan daerah pantai dan kebutuban khusus Nug:ir:n berkemluiyg, dan
dengan memperhalikan pola penangkhpan ikan, saling keterpantuogan persediaan jenis ikan dan
standar  minimum infernasional yang tIi:lnj:.'.rkam'sccara umum, baik di lihgi:nl sul-regional
regional maupun globad,

3.

]

4. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai hacus memperhatikan aki-
batterhadap junis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan
tujuin untuk memelihare atau mefnulihkan populasi jenis yang berdabungan atau lerganturg
demikian di atas tingkat dimana ceproduksinya dapat sangat terancam. '

5. Keterangan dmiah yang tersedia, statistik penangkagan dan vsala perikanan,
serfa data Ialnnya yang relevad dengen konservasi persediaan _|un£| can harus disumbangkan
dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional y.mb berwenang haik sub-
regions), regional muupun global Ji mana perlu dan dengan peran serla semua Mepara yang ber-

kepentingin, termasuk Nepara yang wurganegaranya diperbolehikan menangkap ikan di zona
ehonemi ekskiasil,

——T

-
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4. Dabin had wlanya scatu pcrsclu;uan yang berlaku antara Negara-negara yang ber-

angkutan, “nakn mesaluh yang bertalian dengan penctapan hatas zona eXonomi eksklusifiharus
diletapkan aestad dungan Ketentuan persetujuan iku.

Pasal 75
Petn dan ,daftar koordinut geogralis

b DPetizan tunduk p.ul.: ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ckono-

i eksklusil Jdan garis pemlup'\n batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 hurus di-
antumkan pacbn peta desgan skala atau skala-skala yang memadai untuk meneniukan posisinya.
< Dimana perlu, Jaltar titik-titik koordmat koordmal .geogralis, yang memerinci datum gecodetik,
Gapat menpgantikan gavis batas terluar’ atau garis -garis penctapun pcrbntasan vang demikian.

s o —
e A ——————s ek e el + W) = gt ] e

-
a.

Negurg pantat harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau duflnr koor-

dinat geogialis demikiun dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikiar
¥ pada pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB V1
LANDAS KONTINEN

Pasal 76
Basan landas kontinen

[ amdas honunen sugtu Negara pantai melipuli dasar laut dan tanah di bawahnysa dan
daeraly ofi Bawali peemukann faut yang terletak diluar laut {eritorialnya sepanjang kelanjutan alami-
th wilayale darstannya hinpgga pinggiran luar tepi konlinen, atau hingga suatu jarak 200 mil faut

b garis panckal dasimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen ti-
dak mencapai j:1i::k tersebul.

2. Llandas Xontingn suuu ncg-nra pantai ndak bolch mielebild batas batas sebagaiimana
d|ltntuk'\n dalain ayat 4 hingga 6.

3. lepian koatinen meliputi kelanjutan bLagian daratan negara pantai yang berada di

bawah permukman air, dan rerdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen,
lecenig (slopre)} dan tanjakan (ise). Tepian konlinen inl tidak mencakup dasar sarnuaera dalam de-
ngan bukit-bukit ssunudera atau tanah di bawalinya,

o eeeee . (@) Untuk maksud konvensi -inf, Negara pantair akan menetapkan pinggiran luar
' tepian kontinen dalam hal teplun kontinen tersebut lebih Jebar dari 200 mil Jaut
Jati garis pangkal Jdati mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan :

Perpustakaan Unik:
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Pasul 27

»

llak Negara pantai atas landas Kontinen

b, Negara panfai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tnjuan mengeks-
plorasinya dan mengekploitasi sumber kekayaan alamnya.
o (2. Uak yang tersebut dalam ayat b odi atas adalal eksklusif dalam acti bahwa apabila
i Negara pantai tidak mengeksplorasi lundas kontinen atau mengekploitasi sumber kekayaun alpme
_Aya, tinda seorangpun dapzt-melakukan kegiatan it tanpa persetujuan-tegas Negara pantai.

3. Hak suatu Neparn panliai atas landas kontinen tdak terpantung pada pendudukan
tokupusi), baik effektip atau tidak tetap Cootional), slan pada prokbnasi secara jelas apapuan,

3 3 4. Sumberkekayaan alam tersebut dalany Bab ini terdici dari sumber kekayaan mineral

! dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanab Jdi bawahnya, bersama dengan
orgnisine hidup yang tergolong jenis sedepter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudube dapat
dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawal- dasar sot atau tidak dapat bergerak :
kecuali jika berada dalam kontak phisik tetap dengan dasar Jaut atau tinah di bawalinyaz.

] . { 1 r"

i o - l ] ]'-_
Pasal 78 ,/ [I
Status hekuwim peraiean dnn-“runng-"ﬁzlnrn-di.1'!:1.\' tanelas kontinen

serta hak dan Kebebasan Negara Iain

by
( l. )l fak Negina pantai alas landas Xontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan
di atasuya atau cang wdara di atas perairan tersebut,
] 2. Pelaksanaan  hok Negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi,
atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak seria kebe-
basan lain yang diniliki Negara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentoan Konvensi ini.

r

Pasal 719

Kabel dan pipa Tant dilandas kontinen

I. Semua Negara berhak untuk melctakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas
konlinen sesuai dengan ketentuan pasal ini.

}
2. Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeks- ' )
plorasi landas kontinen, miengekploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengu- :
mngan dan pengendalian pencemaran yang beeasal dari pipa, NMegara pantai tidak boleh mengha- :
fangt pemasangan atau pemelibarasn:kabel atau pipa demikian, . . :
3. Penentuan arsh jalapnya pemasangan pips taut demikian di atas landas kontinen !,'
harus mendapat persetvjuan Negara pantii. - '




Perpustakaan Unik:

a1

4. Tidak sutupun ketentuan dalam .Bab ini menipengaruhi hak Negura paafai untuk
mencetapkan persyaratan bayi kabel alaw pipa yang memasuki wilayah atau laut teritodainya:
atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kebel dan pipa yang dipasang atau ttipukaj bertoa-

lian dengan eksplorasi kondas kontinennya atau cksploitasi sumber kekayaan alaninya atay operasi
‘pulie bittan, instalasi dan hangunan yang ada di bawah yurisdiksinya.

3. Apabila memasang kabel atau puu lnw.lh faut, Negura-Negara havus memperhatikan

sebageimana mestinya Kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnva, kemungkinan uniuk perbaikan .
kabel dan pipa yang sudab ada tidak bolel diregikan.

Pasal 80

Pular buatan ingtalasi dan hangunan d|1|.|s
landas kontinen

Pasal 60 berlaku sistaris murandis untuk pulau buatan, istalasi dan bLangunan di atss
“hadas kotinen .

Pasal BI

Pemrboran di flundas kontinen

o

Negara panlai mempunyii hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur pemboran
di lamdas kontinen untuk segake keperiuan,

I
, %
Pasal 82 - '
Pembayuran dan swnbangan bertalian dengan eksploitasi i

Lodax kontinen di lunr 200 mil laut

e

1. Negara pantai hasus melakukan pembayaran atau sumbangan berupa barang berta- .
fun denpan ekploitasi sumber kekaysan non hayati landus kontinen di luar 200 mil lnut dihitung X
Bii garis pangkal unluk mengukur juns laut teritorial, .

2. Pembayaran dan sumbangan tersebut harus di buat secara tahunan berkenaan da- i
v setaua produksi pada subn tempat setelah produksi 5 tahun pertama pada temput ity f :
Aiuk talium ke enam, tarip pembayaran ataw swinbangan adalah 195 dari nilat atav jumlah produk- !
mnpat itu. Tarip fcrsebut harus naik dengan 1% untuk tiap tahun berikutnya hingga tahun ke

belas dan akan tetap pada 22 seteluh itu, Produksi lulak mencakup sumnber yang digunakan ]
Halian dengan cksploitast. ’
. !

3. Suatu negate berkembang yang snerupakan peangimpor netlo sustu sumber mineral :

g dihasitkan daci fandas konlinennya dibebaskan dari keharusan imelakukan pembayaran alau .

bangan yatig berbatinn dengan sumber mineral tersebut, !




R
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Pasal 85
Fengpalian terowongan

Bab ini fidak mengurangi hak Negara pantai untuk cksploitasi tanah di bawal fandas
Yontinen dengan melakukan penggalian lerowongan, lanpa memandang kedalaman perairan di
atas tanal Ji bawah landas kentinen tersebut,

BAD Vil

LAUT LEPAS
BAGIAN L. KETENTUAN UMUM

"Pasal 86

Penerapan ketentuan Bab ini

Ketentwa Hab int berlaku bagi semua bagian dari laul yang Hdak termasuk dalam zona
tkonomi eksklusil, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, stay dalam
peciican kepulauan suatu Nepara kepulovan, Pasal ini tiddak mengakibatkan pengurangan apapun
erhadap kebebasan yang dinikmati semua Negara i zona ekononi eksklusil sesuai dengan pasat

58.

[ Pusal 87
Kebebasan laul lepas
. Laut lepas tecbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantii,
Kebebusan laut lepas. dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi
ini dan ketentuan luin bukum internasional; Kebebasan laut lepas itu meliputj, inter alia, baik .
s untuk Negara pantai ataw Negara tidak berpantai ;

(0)  kebebasan berayar ;

(v jk-:bcbus:m penerbangan §

{¢) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bLawah laut, dengan tunduk pada Bab V1 ;
]

(d3  kebebasan untuk membangun pulau buatan daninstalasi kinnya yang diperbolen:
kan berdasarkan hakum internasional, dengan tunduk pada Bab VI

(¢)  Kebebasan menangkap ikan, dengan lunduk pada persyaratan yang tzrcantum dalain
bagian 2 oo _ : _ -

(N kebebasan riset ilmial, dengan tunduk pada Bab VI dan X1L
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gaimana mestinya Kepentingan Negitra lain dalam meliksanakan kcln‘].:psm laut lepus itu, dan juga
dengan memperhatikan sebaghimana ‘mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertidian dengan
kepiatan di Kawasan, -

. \
- ] \l.
pasar 88 )

Pencadangan Jaut lepas untuk maksud damai

Laut lepas dicadangkan untuk maksud damai.

(;l':'l.‘i:‘ll 89 i
Tidak salinya tuntutan kedaulatan laut lepas

Tidak  ada  suatu Negars pun yang dapat secara sah menundukkan kegintan manapun
davi Iaug Tepas pada kKedaulatannya,

I'asal 90
1k berlayar

Seliap Megara, baik berpantai atau tak bLerpantai, mempunyai hak untuk melayarican
kapal di bawali benderanya di laut lepas,.

Pasal 91
Kebangsaan kapal

. Setiap Negara himus menelapkan persyaratan bagi pemberian kebappsaannya pada

kapal, uniuk pendaltaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya.  Kapal
memiliki Kebangsaan Negara yange benderanya secara sah _dapat dikibarkan olehnya. larus ada
sulu_kaitan yang sungpub-sungpud antara. Nepara dan kapal itu.

2. Setiap Nepara harns memberikan kepada kapal yanpg olchnya dibedkan hak untuk

mengibarkun henderanya dokumen yang dipenlakan untuk itu

Pasal 92,
Status kapal

1.

shal Tuar biass yang denpan jelas ditentukan dalam perjanjian inlernnsional atau dal:_nn_KOlw::nsi
* i, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh mero-
bali Lendera kebangsaannya sewsiktu dalam pelayaran atau sewaktu Lerada di suatu pelabuhan

yvang disinggahinya, kecuali dalzm hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyala atau
; berobahan pendaltaran.

2. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh seimua Nx.|_-.:r'| dengan memperhatikan seba-

Kapal harus bedayar di bawah bepdera suatu Nepars saja dan kecuali dalam hal- ’




Perpustakaan Unik:

H1 |

3. Negara yung berkepentingan harus menjamin bahwa tindakan konservasi dan pelik-

mnaannya tidak ‘mengadakan :hskrumn.m formal atau diskriminasi nyata tt.rhadap netayan dari
Negara manapun juga.

. Paxzal 120

Mamalin laut

Pasul 65 juga berlaku bagi koservasl dan pengelolaan mamalia jaut di laut lepas.

n BAD VI

b S REJIN PULAU
; Pasal 121
‘ i Rejim pulau |
i L. "otau adalale daeral daratan yang dibentuk secara alamialy yang dikelilingi oleh air
Sdan yang ada di atas peomukaan aic pada air pasan.

2. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalim ayat 3, laut teritorial, zora tam-
bhun, zona ekonomi eksklusil dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan keten-

i Wan Konvensi ini yang herlaku bagi wilayah darat lainnya. :
t .
3. Dawu Karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan  eko-
A nomi tersendini dak mempunyai zona ckonomi eksklusii atau landas kontinen.
AT J [
f BAL IX
h LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP
|5 i Pasal 122 i

ke 1
Iatasan :

Untuk maksud Konvensi ini. "laut tertutup atau sctengah tertutup® berarti suatu
"[luk, lembah laut {basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebilv Negara dan dihubungkan .
: kngan laut lainnya atau samyudera oleh suatu glur yang sempit atau yang terdin seluruhnya atau
*Rerutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusil dua atau lebih Negara pantai

Pasal 123

¥ 1]
Kerjasama antara Negara-negara yang berbatasan dengan laut
tertutup atau setengah terfutup

Negara- Iu.g.ua ynng berbatasan dcng,an laut terlutlup alau s;.lcngah tertulup hendaknya-’ -
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() unwk mengkoordinasikan pengelols an. konservasi. eksplorasi dan cksploitasi sumln.r
kekayaan hayati laut ;

() uniuk mengkoordinasikan ﬁclnksnn:mn link dan kewajiban mereka bertatian dcng'nn
perlindungin dap pemelilaaningkungan lout ;

(¢) untuk wengkoordinasikan kebijaksanaan risct ilmialk mercka dan untuk bersama-
samd Jdimadna perlu mengmlukan program bersama riset ilmiah i kawasanonya®

() untuk mengundang, menuut kepeeluan, Negara lain yang berminat atau organisasi

mternasional umtuk bekerjasama dengan mercka dalum pelaksanaan Jebil hnjul
Ketentuan pasal ini.

AL X

HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DARI
LAUT SEIRTA KEREBASAN TRANSIT F

Pasal 124

P'engevnnan istilaih
[. Untuk maksud Kouvensi ini -
tad TMepara tak berpantais beracli swatu Nemav yang tidak mempunyai pantai laut

Ihy  UHema transn " herarti suatu Negara, denean atau lu-npn pantai laut, yang terletak
intara suate Negina ik beepantat dan laut, yane melalat wilayahnya dilakukan lalu
Liokaes ki Loasit

o Ulalu dintas dalay ransit™ berarti t;msit orang, bapasi, barong danalal pengangkutan
melintasi wiliyal satu atau lebih Newirs transit, dimana lintas melalui wilayah demi-
Kian, Jdengan atau anpe alih kapal Granshipment), di gudangkan, dipecah-pezah

(hreaking bulk), attu perobahan dalam cara penpangkutan, hanya merupakan suatu -

hagian dari suatu peralanan yaone lengkap yang mulai staa berakhir di dalam wilas’
yvah Nepara tak berpantai ila

() Talat pengangkutan” berart

(0 kereta api, alat pengangkutan laut, danau dan sungai dan kendaraan darat:

(i) di-mana-keadaan lokal meughendakinya, orang dan binatang pengangkul ba--

FANE.

2. Nugara tak berpantii atau  Nepara transit. dengan mengadakan perselujuan anlhra
were ki, dapat nu_m.mlkk m sebapgai alat penganpkulan pipa saluran dan pipa gas.dan alat pcng
anpkutan Lin dari pada‘apa yang tercantum dakim ayat 1.

Perpustakaan Unik:

!
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2. Apubila diajukan suatu gugatan u..rh.ul.tp suatu Nepara Peserta oleh perorangan atan
Watu badon hukum yang disponsori oleh Negirra Peserta tain, dalam suatu sengketa yang dimak-
wdkan dakum pasal 187, sub-ayat {(c), moka Negura tergugat dapat memintah kepady Negara yang
mensponsori perorangan atau badan hukum itu untuk hadic dalam sidang perkara 1tu atas nama
perorangan  aliau bidan hul-um tersebut. Dalam hal kehadiran Negara sponsor tdak dupal  dilaku-

kan Negara terpupgat  dapat mengalue untuk diwakili oleh suatu badan hukdm yarz memiliki
kebangsaun Negara itu. .

Pasal 191

Petdapat berupa nasihat

Kamar Senpketis Dasar Laut harus memberikan pendapal berupa nasehat atas perminta-

m Azgelis atau Dewan n.um.nu m.r:.u.ll.m Twkum yang timbul dalin ruang lingkup kegiatan
merek:. Pendapat demikian harus diberikan sebapai suatt hal vang mendesak,

BADB XL

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 192

Kewajiban-kewajiban umuam

Neganvnepgara mempiayai Kewajiban untuk melindungt dan melestarikan lingkungan
laut :

Pasal 193

Hak kedaulatan Negara intuk mengeksploitasikan kekayaan alaninya

Negara-negaras mempunyai hak kedauknan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam

mereka serasi dengan kebijsksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dt.ngan kn.waubnn mereka
unluk melindungi dan melestarikan Imgkung,an laut,

Perpustakaan Unik:
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-Pasul 194
¢« Tindakan-tindakan untok mencegah, mengurangi dan
mengendaliKan pencemaran lingkungan

Lo Negarnenegars haros mengambil - segala tindakun vang perlu sesuai dengan Konveasi,
baik seeaen individual maapun seears berssma-smna menunit churlu e untuk meneesal, mengu-’
sngi dan mengendalikan penceniiran lingkunpan l.|ut yang yang dischabkan oleh setiup sumber
lenpan menpgunakan ngluk Keperluan ind carn-c ara yang paling praklis yiang ada puda mereRa
+an sesunn dengan Rensmnpuan mereka, selapi Nepa-nepar ing baas Gerasalia suntgpub-sunppub
Mk menyerasikan hebijahaamem mereka datan hal ini.,

20 Neparaeneiaet laros menginbil sepala tindakam  yange peclu untuk ereniomin agar
witahn-hegsalan yang Berada i hawaly yurlseliksi atau pengiwasan mereka dilakukan dengan ca-
(1 sedemikion capa supaya Hodakan-tindakin tersebut tidak nié‘n}::'lkih:ltkun kerusakan vang dise-
habkan oleh peavenn n kepanda Negarassegura babn dan lngkuoganoya, dan agar pencemarin
yang timbul dari tndakan-tindidam dan Kegiatan de bawah™ yurisdiksi atau pengawasot mereka
lidak menyeber melimpaui daerah-diterah yanp ada di hawal pelaksanoan hak-hak kedaulatan me-
feki sesuai denpan Konyensi ini.

o Tindakan-tindakan - yange diambil berdasackan Bab ini haras meliputi segata sumber
peneenan lingkungan oot Tindakan-tindakan dini harus mencakup, inter alia, tindakan -tinda-
Lan yung dircncimakan untuk  mengurangi sejith mungkin @

(o) dilepaskannyn baban-buhan yang beracun, herhahaya atau mengganggu. khususnya
bahan-vahan yang persisten, yang berasal dari sumber dacatan, dard atau melalui u-
dara, atau karena.dumpinog ;

(b)Y pencemuran dart kemdaraan gir, lerntama tindakan-tindakan untuk imencepah kece: .
Takaan dan yang berkenman dengan keatdaan davurat, untuk menjamin keselamatan
operast di kit untuk -mencegah terjadinya pembusangan yang sengaji atau tidak
serla-mengatur disain, Konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak kendaroan air:

(e)  pencemacan dari nstalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplo-
rasi atau eksploitasi kekayaan alam dasar Lt dan tanah di bawannya, khususnya
tindakun-tindakan untuk mencegah Kecelakann dan yang bertalian dengan keadaan
darurat, untuk menjumin keselamalan operasi di laut, serta yang mengatur disain,
konstruksi, peralatan, operast dan tata awak instalasi-instatasi atau peralatan termak-
sud - \

1

(d) pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam lingkungan
lzut, terutama tmd.:kan undakan unluk mencegah kecelakaan dan yang berkenaan
dengan keadoan darurat, unluk menjamin "keselamatan operasi di laut, serla mengas
tur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralat-
an termaksud,
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4, Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk menccguh'. mengurangi alau mengendali-

lidak beralasan ke dalam kegiatan Negara lain dalam mercka melaksanakan hak-hak mereka dan
melakukan kewajiban-kewajiban mercka sesuai dengan Konvensiini.

5. Tindzkan-tindakan yang diambil scsuai dengen Bab ini harus mencakup di dalam-
nya - tindakan-tindakan yaug perlu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka
,alau yang rapul maupun habitat bagi jenis-jenis yang telah langk:, yang terancam olch kelangka:

an alau yang dalam proses menjadi langka secfa Jain-lain bentuk kehidupan Jaut.

I'asal 195
Kewajiban vntul tidak memindahkan Kerusakan alau balaya
atau untuk mengubal suatu jenis pencemaran Ke dalam
' junis pencemaran lain

Dutam nienpgambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendali-
* kan pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bertindak sedemikian rupa agar tidak me-

mindahkan, baik secira langsung maupun tidak langsung, kerusakan atau bahaya dari suata daerah
| ke dacrali lain, atae: merobah suatu bentuk pencemarar ke dalam bentuk pencemaran lain.

Pasal 196
I'euggunaan teknologi-teknologi atau memasukkan
Jenis-fenis asing atau jenis baru
' 1. Nepars-negara harus*mengambi} scgala tindakan untuk mencegah, inengurangi dan
mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat penggunaan feknologi-teknologi yang
ada di bawall yunsdiksi alau pengawasan gereka, atau memasukkan dengan sengaja atau tidak,
Jenisjenis asing atau jenis baru, ke dalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat mengaki-
batkan perobalan-perobahan penting dan merugikan kepada lingkungan Jaut.

2. Pasal ini tidak mempengaruhi peluksanaan Konvensi ini berkenaan dengan pence-
ghan, penguriangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut,

BAGIAN 2. KERJASAMA GLORAL DAN REGIONAL

Pasal 197
Kerjasamn atas ‘dasar global afan regional

Negiurn-icgara harus ‘bekerinsana atas dasar global dan dirnana perlu, atas dasar regio-
naleecara langsung alau melalul organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dalam meru-

. | muakan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktek-prakiek yang disaran-

%an secara internasiona} serla prosedur-prosedur yang konsisten dengan Konvensi ini untuk. tujuan
pedlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-cir regional yang khas.

kan pencemaran lingkunzan laut, Negara-negara harus menjauhkan din dari campuran tangan yang

Perpustakaan Unik:
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Pemberitalman tentang kerusakan yang nyata atau yang bakal terjadi

Apabila suatu Negara menyailarf adanya keadaan dimana lingkungan faut becada dalam

dncaman bahaya mendesak akan kerusakan ataw telah rusak akibat pencemaran, Negara-termak-
sud hiarus segera memberitubu Negara-negara lain yang menurut perkiraannya sangat mungkin

akan terancam oleh kerusakan tersebut, deniiklan pula kepadas orpanisasi-orgunisasi inlernasio-
na) yang kompeten,

Pasnl 199

Pola Penanggulangan darurat terhadap pencemaran

Dalamn hal-hal yang disebut Ualam pasal 198, Nepara-ncpgara dalam daerah yang terke-
na, sesuai dengan kemampuan mercka, beserly urgenisasi-organisasi internasional yang kOIIlpcl"n;
harus bekerjusama sepiampu mungkin dalam mengliilangkan akibat pencemaran dan mencegal
atau mengurangi kKerusakan yang limbul, Untuk tujoan itu Negara-negara larus becsama-sama me-

maran dalam lingkungan faut,

Pasal 200

i Pengkafian, program-program riset dan
pertukaran inlfonnasi serta data

Negara-uegara hatus bekerjasama, secars Jangsuing atau melaly) organisasi-organisasi
internasional yang kompeten, deagan tujuan untuk inengpalakan pengkajian-pengkajian, menye-
lenggarakan program-progam riset ilmiah dan mendorong dilakukannya pertukaran informasi
- dan data ying diperolzh tentang pencematan lingkungan faut. Mereka harus berusaha sungguh-
sungguly turul serta okl dulam program-program regional dan global untuk miemperoleh

pengetahuan guna memperkirakan sifat dan besarnya pencemaran, bahaya pencemaran tersebul,
Jejak, risiko dan cara mengatasinya, :

Pgsal 201

Kriteria ilmiah bagi peraturan-peraturan

Berdusarkan informasi dan data yang diperoleh sesuai dengan pasal 200, Negara-negara
harus bekerja sama, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten,
untuk menctapkan krileria ilinlah yang sesusl guna merumuskan dan menjabarkan ketentuan-ke-
‘lentuan, standar-standar, praktck-prakiek yang disarankan dan prosedur-proscdur gunia pence-
gahan, pengurangan dan pengendalian pencemeran lingkungan laut.

ngembangkan dan meningkatkan pola penanggulangan darurat untuk menjawab tantangan penee-,

Perpustakaan Unik:
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BAGIAN 3. BANTUAN TEHNNIK

Pasal 202

Bantuan tehanik dan ilmiah kepada Negara-negarn berkemmbang

Neparu-negara harus secira langsung atau melalul organisasi-organisasi i

(a) menggalukkan program-program ilmiah, pendidikan, tehnik Jdan lain-lain bantuan

kepada Negasa-negara berkembang untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan

faut serta guna mencegaly, miengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Bantuan
termaksud hiarus mencakup, inter alia ;

(i) Iatihan tenaga tehnis ding flitiah mereka ¢

(ii)  memudahkan keikut sectaan mereka dalam program-program interasional yang
relevan

{iii) lllt:l‘cllsk:lpi mereka dengan peralatan dan kemudahan yang diperlukan

(iv) meningkatkan Kemmmpuan hierekas untuk mc-mhu.'ll peralatan fermaksud

(v)

memberikan satan dan mengembangkan kemudaban untuk riset, monitoring,
pendidikan dan program-program lainnya :

(L) memberikan bantuan yang serasi, terutama kepada Negara berkembang untuk me-
ngurangi akibal Kecelakaan-kecelakaan berat yang mungkin menychabkan pencsma-
ran pawat terhadap lingkungin laut ;

(¢) memberikan banluan yang seswai, lerotoma kepada Neeaen Derkeombang, miengenai
penilaian testang penilaian lingkungan.

Pasal 203

Perfakvan khnsus bagl Negara-negara beckembang

Negara-negara herkembang untuk keperluan pencegalian, peagurangan dan pengendalian

tacemaran lingkungan atau untuk menguringi akibat-akibainya, harus diberikan perlakuan
dusus oleh organisusi-organisasi internasicual dalam hal :

rnasion-l
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(1) wulokasi dany yang sesuai dan bantuan tehnik | serta
1

(h)  pemanfaatan jusa-jasa khusus organisasi tersebut.

' BAGIAN 4, MONJITORING DAN ANALISA TENTANG PENILATAN
LING UNGAN

asal 204

b . ’
Monitoring risike atau aKibat pencemaran

1. Nepara-oepari hacus berusaha sedapat mungkin konsisten dengan hak-hak Negara.

negars lain, secara langsung ataw melalui orgnisasi-oreanisasi inteenasional ying kampeten, untuk
sengautati. nrepgatur, menilai dan menganalisa berdasarkan metoda ilmish yang dibakokan ne-
neensti risiko atan akibat pencentiran lingkungan fsul.

2. Kbhususaya, Mepara-nepara harus  letap mengawasi pengarult dari setiap kegiatan
vane mereka diinkan atau di dalon Regiatan termaksud meneandune Xemunekinan mencemarkan
lingkuagan Laudt.

Pasal 205

- Publikasi fapuran-faporan

Negame-negara harus mengumumikan aporan-aporn tentang hasit yang diperolel se-
suai dengn pasul 204 atau menyampaikan laporan yang demikian  itu pada waktus-waktu testen-
lu secac tcp.ll Kepada orgunisasi-organisasi internasional  yang kompeten, yang harus ma.ny;dm-
kunnya bagi semua NL‘],.II:J. i

, Pasal 2006

Penllainn efek potensial dari kegiatan-kegiatan '

Manakala Negara-negata mcmp\fnyni Cdasar yanp cukup kuat untuk menduga bahwa
kegiatan-kegiatan yang direncanakan datam yurisdiksi atau di buwal pengawasunnya dapat menim-
bulkan pencemaran vang erand atau perubalian yang menonjo! Jdim merugikan terhadap lingkung-
an laut, mereka harus, sedapat mungkin menilai efiek polensial dari kegiatan tersebut terhadap

lingkungan laut, dan harus menyampaikan laporan tentang hasil penilaian termaksud menurut
cara yang diotur dalaw pasal 205.
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BAGIAN 5. PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL DAN
- PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL UNTUK MENCEGAH
b MENGURANGI DAN MENGENDALIKAN PENCEMARAN
" LINGKUNGAN LAUT

Pasal 207

Penceinican berasal dari sumber daratpn

1. Negara-negara harus menctapkan peraturan perundang-undangan untuk fﬁcnécéah.
mengurangi dan saenpendalikan pepeemaran lingkungan taut dari sumber darttan termasuk di da-
. lamnya sungui-slungni, kuala-kuala, pipu-'pipp dan bienpunan pembuaangan, dengan memperhatikan
ketentuvan-ketentuan dun standai-standar internasional yang telah disetujui serta praktek-praktek
_d:m prosedur-prosedur yang dianjurkan.

o

- M 2, Negara-negars harus menpambil tindakan-tindakan lain yang mungkin Jiperlukan
) ; untuk mencegah, mengurangi den mengendalikan pencemaran termaksud,
- ). r

) 3. Negara-negara harus berusaha sungpuh-sungguli untuk menyecasikan kebijaksanaan-
kebijaksanaannya dalim hubungan ini pada tingkat regional yang memadai,

P 4. Megaro-negara, dalam beriindak khuéusnyu melalui organisasi-organisasi internasio-
' mlyang kompeten atau melalui konperensi diplomatik, harus berusaha sungguli-sungguh untuk me-
netapkan peraturan-peraturan dan standar-stamlur global dan regional, dan praktick-prakick serta
} mosedur-prosedur yang divnjurkan untuk mencegah, menpgurangi dan mengendalikan pencemaran
lingkungan laut yang Lerssal dari sumber daratan dengan memperhalikan ciri-ciri regional yang -
',;, ‘klms, kemampuan ekonomi Negara-negara berkembang secta memperhatikan kebutuhannya akan
] pu.:rkt:mbnng:m ckonomi, Ketentuan-ketentuan, standar-standar dan prakiek-praktek seria pro-
wedur-prosedur yang dianjurkan tersebut harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan
keperluan

5. Un:ihhi;—und:mg. peraturan-peraturan, tindakan-tindakan ketentuan-kctentuan, stan-
dar-standar dan praktek-praktek serta proscdur-prosedur yang dianjurkan sebagaimana dimaksud
paga ayat 1, 2 dan 4 hacus mepcakup hal-hal yang serupa yang diperuntukkan bagi pengurangan
sejauli mungkin pelepasan bahan-bahan beracun yang nierugikan dan membahayakan, terutama
bahan-bahan persisten ke dalam lingkungan laut,

Pnsal 208
Pencemaran yang bernsal dari kegintan-kegialan dari
laut yang (unduk pada yurisdiksi nasional

1 . 1

Bk 1. Negara-negara pantai harus menctapkan peraturan perundang-undangan untuk men-
cegali, mengurangl dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang tbubul dan atau berkai- .
an dengan kegiatan-kegiatan dasar laut di bawali yurisdiksinya atau dad pulau-pulau buatan,
instalasi-instalnsi dap banguniun-bangunan di Lawah yufisdiksinya sesuai dz2ngan pasal 60 dan 80.
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2, Negara-negara harus menpgmnbil tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan
F& mencegah, mengurangi dan mengendalikan pentemaran termaksud,

\ X Undang-umdang, peratucan- pl..f:llllr..ll‘l dan tindakan-tindakan tersebut harus tidak ku-
g efektif Jari ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional serta praktek-praktek dan
edur-prosedur yang dianjurkan ,

4, Negara-pegara harus berusalia sungguh-sunggub unluk menyerasikan kebijaksanaan-
digksanaannya datam hal inj pada tingkat regional yang memadai.

5. Negara-nepara yang kKhususnys bertindak melalui orpanisasi-organisasi internasional
Fl kompeten atau Konperénsi diplomatik, hanis menetapkan ketentuan-ketentuan dan standar-
aar global dan reiional' serta praktek-praktek dan prosedur-proscedur yang dianjurkan untuk
=cegah, enpurangi.dan  mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagaimana dimaksud
0 ayat 1. Ketentuan-ketentuan, standar-standar serta praktek-praktek dan prosedus-proscdur
F;di:lnjurk:m itu harus ditinjau Kembali dard waktu ke wakiu sesuat keperluan.

Pasal 200
Peneennvan Tevasad dovd hesbatwn-Leglaton o Enwnean

I, Ketentuan-ketentuan, pecaturansperaturan dan  prosedur-prosedur  internasional
U d|tet.|p|vm sesuai dengan Bab XI unluk mencegah, mengurang dan mengendalikan pence-
ban lingkungan et dari kegiatan-kepiatan  di Kawasan. Kelentuan-ketentuan, peraluran-
Auran dan prosedur-prosedur tersebut harus ditinjau Xembali dari wakiu ke wakiu sesun
erluin, ¥

2, Denpan lun' ilk kepada ketentuan-kelentuan yang sesuai pada bagian ini, Negara-ne-
K harus niene .1|:L.|n |>d aturan p-'rund.lnl- undangan untuk mencegal, mengurangi dan mengen-
ikan pencemaran qu.kn gan laut darf kegiatan-kegiatan di Kawasan yang discbabkan olth ken-
N air, instalasi- lllbl.lﬁtl. banpunan- b.uu_,unan dan alat peralatan di bawah benderanya atau
% terdultar padanya atau yang bergerask di bawash kekuasaannya, sebagaimana halnya mg-
Jukkan. Ketentuan-ketentuan dari perituran perundang-undangan termaksud harus tidak ku-
Foeffektif diri ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dap prosedur-prosedur internasional
M dianjurkan sehagnimana dimaksud pada ayat 1.

'asal 210
Pencemaran Karena dumping
1]
. Negarasnegara harus menctapkan peraturan peruidang-undangan untuk mencegah,
bgurangi dan menpgendalikan pencemaran lingkungan laut karena dumping.

2. Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain scsuai dengan Xeperiuan
wk mencegah, neengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud.

Perpustakaan Unik:
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3. Uncl.m;. uidang, pentturan-peraturan dan tindakan-tindakan termaksud harus men-
imin bahwa' dumping tidak akan d|!dkuk.m tanpa izin dari pejabat pq.:bal NC}..‘IFJ yang kompc.lc:u.

d. Negar-negira, yang khususnya bertindak melalui organisasi internasional yang kom-
xlen atau konperensi diplomatik, harus inenetapkan ketentuan-ketentuan dan standar-standar
fobal dan regional serta praktek-prakiek dap pro-.ulur-pruaudur yang dianjurkan untuk mence-
Bhe mengurangi dan mengendalikan pencemaran Lermaksud. Ketentuan-ketentuan, standar-stan-

brserta praktek-prakick dan prosedur-prosedur vang dianjurkan e harus ditinjau kembali dan
wkiu kewaktu sesuai keperluan

5. Dumping dalan I.ull wilayal in zonn ekemomi eksklusit atan oi atas landas konti-
1 tidak baleh (llIJLLIL.ln_ t.\npa p\.m.runrm secata st lerlebib dahulu dari Negara pantai,
Ang memiliki hak untuk’ n'.cm.ul |k.m, mengitur dan menpgendalikan dumping termaksud sefelah
nemberikn pectimbaogin sepenulingi tentang masaish ite dengan Megara-negara lain yang kare-

[ alasan kondisi geografisnya dapat memperoleh dampaknya ya-g sangat merugikan.

[

-

O, Undang-undang, peraturan-peraturan dan tndakan-tindakan nasional, Jdalmn men-

i{]#ah, menguringi dun meongendalikan pencemaran termakswd harus tidak kueang effektil dari

flentuan-ketentuan da stamdar-standar rlohal,

Pasal 211

. Fi Peneemaran yanyg berasal daed kendaraan air

[. Negaru-negara, yang bertindak melalui organisasi-organisusi internasional yang kom-
den atau Konperensi diplonitik yang amum, harus menetapkan ketentuan-ketentuan dan stan-
wstandar internasional untuk mepcegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkung-
Aaut Lerssal dari kendarman air dan menppalakkan. route diterimanya dengan cardt yang sama
imana perlu, dari pida pengaturanspengituran pelavanan yung disnaksudkan untuk memperke-

‘lancaman kecelakiun yang dapat menimbulkan pencenurean Jingkungan Taut, termasuk garis

mizi dan kerusakan pencemaran terhadap kepentingan-Kepentingan yang berkaitan dari Negara
i, Ketentuan-ketentin dan standarstandar termaksud harus ditingau kembali dengan cara
mg sama dart wakio ke wakiu sesuai kc;icrlu:m.

3 Negara-negaea harus menctapkan peraturan perandang-ondangan untuk mencegah,
mpveangi dan mengeadalikan pencenaran liugkux;g:m laut ofeh Kendaraan air yang mengibar-
A bendera atau tendalar di negaranya. Pesitucan perumdang-undangan dimaksud harus sekurang-
angnya wempunyai Kekuatin yang s dengaa ketentuan-ketentuan dan standar-standar in-

mstonal yang diterima secary umum dan yang dibentuk meldalui organisasi-organisasi internasio-
dyang kompeten abau melalui konperensi diplomatik yaog anum. .

3. Negara-negara yung membenluk persyaratan-persyaratan klusus untuk pencegahan,
Aurangan dan pengencdalivn pencemaran lingkungan laut sebagai satu syarat bagi kendaraan
faing untuk masuk Xe dalam pelabuban atau perairon-persiran pedalaman mereka atau uatuk
ah di terminal-terminal lepas pantai mercka birus mengumumkan persyaratan-persyaratan
uksud dun harus menyampaikannya kepada organisasi internasional yang kompeten. Manaka-

Perpustakaan Uniki
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BAGIAN 6. PEMAKSAAN PENTAATAN

- Pasal 213

Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan penceinaran
yang berasal dari sumber daratan

Negara-negara harus metnaksakan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan
. yang ditetapkannya sesuai dengan pasal 207 dan hirus menetapkan peraturan perundang-undangan
dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan kelenluan-ketentuan
dan standar-standar internusional yang ditetapkan oleh organisasi-orgauisasi internasional yang
kompeten stau kanpercnsi diplomalik, yang dapat diterapkan, untuk mencegah, meagurangi dan
mengendalikan pencemaran lagkuugan faut yang berasal dari sumber daratan,

Pasul 214 .
Cemaksann pentaatan bevkenaan dengan pencensaran

yang buerasad davi Kegiatan-hegintan Duasar Laut
Negara-negara hoeas memabsaRkan pertturan perundang-undangan  yang ditetapkan se-
suni dengan pasal 208 dao harus menetapkan peraturan perundang-undangan serta mengambil
tindakan-timlakan yang tlipurlu:kun unluk mengimplementasikan Ketentuan-kelentuan dan stan-
dur-slanddar internasionul yang berlaku yang.diadakan oleh orpanisasi-organisasi internasional yang
Xompeten atav konperensi diplomatik untuk mencegaly, mengurangi dan mesigendalikan pencema-
fan lingkuman laut ying berasal daci atau yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut
di datin yurisdiksi mereka dan yang berasal daci pylaw-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangu-

Jan-bangeun Jdi dakam yurisdiksi merekir, sesuai dengan pasal 60 dan 80.

Pasal 215

Pemaksaan penaatan berkeuaan dengan pencemaran
yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan

Pemaksaan pentaatan terhadap ketenluan-ketentunn, peraturan serta prosedur-prosedur .
internasionad yang ditetapkan sesuai dengan Bab X1 untuk mencegah, mengurangi dan mengendali-
kan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kepiatan-kegintan di Kawasan, harus diatur oleh
Bab ini. '

o Pasal 216

Pemaksaan pennalnn' berkenaan dengan pencemaran

yang diakibatkan olel dumping. :

l. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai ‘dengan Konvensi ini.serta .

" ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditentukan melalui organisasi-orga-

nigasi internasional yang kompelen atau konperensi diplomatik untuk pencegahan, pengurangan

dan pengendatian pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan olelt dumping harus dipaksakan
penaalannya @
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ta}  oleh Negara pantai berkenaan denpan dinnpiog di datam laut teritoris] atau oo

chkounomi eksklusif ataw pada landas kontinenuya ;

e —
—
i
-
=

oleh Nq_l,.lr.l bendera bertalian dengan Rendaraan air yang mengibarkan benderanya
stun kendarnan air ataa pesiwat ndara yanp tlul.lll"lrk.mny.l .

olel setinp Newura berkenaan dengan tindakan- tindakan pemuntan mbah atau ba.
. ring hminnya yang  terjadi

di thakun wilayabinya ataun pacha terminal-terminal lepas
(rntamys. 3 :

; .
| 2. Pusal ini tidak mengadakan kewajiban pada suatu Negarn untuk memulai tindakan-

lindakan  pemaksiman penagtan, apabila tindakan demikian telah mulai diadakan ofeh Negara lain
wsuai dengan maksud pasal ind.

Pasal 217

Pemaksman pemsatan olel Negara bendera
{. Nepara-uegara harus  peajomin balawa keadaranr air yang mengibarkan benderanya
tau terdultar di Negara tersebot menaati ketenivan-ketentuan dan standar-standar-interaasional
g berlakn, yang ditentukan melalul organisasi internusional yang kompeten atauw xonperensi
Giplomatik yang umum, dan menaati peraturan peroadang-tndangan Negara tersebul vang dife-
Bpkan sesuai Konvensi ini untuk peocegahan, penguringan dan pengendalian pencemarun ling-
wngan laut yang disebabkan ¢leh kendaraan-kendantan aic dan berkenaan denpan ite harus mene-
o bpkan peraturan perundang-undangan serta mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukun
. { mivk pelaksanannaya. Negara-negara bendera haras mengmdakan pemaksaan yang elektil pe-
matan Ketentuan-kytentuan, standacstandar, peraturan perdndiang-undangan dimaksud, tanpa
‘ memandang di mana pelanggarun itu terjadi,
I
1
i

2. Negarz-negara secara khusus, harus meangunbil tindakan-tindakan  yang lepat guna
mcnjamm baluea kKendarwan air yang mengibarkan bendera atav memiliki registrasinya dilarang
berlayar, sampai keodaraan-kendaraan air tersebut memenuhi persyaratan ketentuan-ketenluan
| dan standar-standar inlermasional sebapaimanat dimaksud dalin ayat 1, termasuk persyaratan

) yang Lertadiin dengan disain, konstruksi, peralatan dan pengawasan kendaraan-kendaraan atir.

A0 Nepaea-nepara harus  menjunin bahwa kendaraan i yimg mengibarkan bendera

fau memiliki repisteasinya membawi sertifikat yang dipersyaratkan olelt dan ditecbitkan sesuai

dengan ketentuan dan standar-standar internasional sebagai mana dimaksud dalam ayat I. Negara-

etra harus menjiunin bihwa kendaraan air yang mcngil-mrk:m bendernnyutelahdiperiksascearuber-

Ll untuk memastikan Lahiwa sertifikat tersebul adalad sesuai dengan keadaan sebenarnya ken- :
haeaan aie ftu. Sectitikat-sertilikat ini harus diterima oleh Negara-negara tuin sebagai bukti menge- C
si keadaan Xendaraan zir tersebut dan harus: diangpap mempunyal kekuatan yang sama scperti
wiifikal ying diterbitkan oleh Ncg:ur':l-ncgura itu sendiri, keeali ada dosar-dasar yang kuat untuk
mencluga bibiwa keadaan kendarmon air itu secara substansial tidak sestai dengan hal-hal khusus
vng tersebut dakinn sertifikat.
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de

“atau menganeim suatu kerusitkant besar pada lingkungan laut pnda selat-selat, maka Negura-neg
teps selat tersebut dapat mengambil tindakanstindakan pemahsaan pennatin ying tepat dan j
demikian Mus mutatis mutandis mepaati kelentuan-ketentuan hagian ini.

i
g

>
-~

ST e = B s A ——
-

BAGIAN B. KAWASAN YANG TERTUTUY ES

Pusal 234

Kawasan yang tectulup es

Negara-negara pantai berhak menetapkan dan mencpakkan peraturan perundang-undar
an tanpa diskriminasi nutuk pencegahan, pengurangsn dun pengendalian pencemaran laut ya
beeasa! dari kendaaan air di kawisan yang tertutup es ditliyn batas zona ekonori eksklusif, dim
: na Khususnya keadawn cuaeanyn sangat buruk dan permukaan Lwitnyi sepanjang {ahon selelu {e
) lwtup es sehingga menghambat  atau membabayakan pelayaran,  dan pencemaran lingkunpa
fautnya akan sangat membahayakan atau tidak akan dapat dikembalikan keseimbangan ekologiny
szperli semula. Peraturan perundang-undangan dimaksud harus memperhatikan navigasi dan pe
lindungan serta pelestarian lingkungan fatt yang di dasackan |1:|l|i-t bukti-bukti ilmiah terbalk yan
ada.

et AR TIRLm A Ea e b s

BAGIAN 9. TANGOGUNG-IAWAB DAN REWAJIBAN GANTI - RUGH

Muynl 235

'i‘unggung-jnwn_b tan kewajiban gunti-rugi

}. Neguara-ncgara bertanggung-jawab untuk pemenuhsn kewajiban-kewajiban internasio-
nal mereka berkenann dengan perlindungan dan pelestarian Im;.kuug.m Taut. Mereka harus memikul
kewajiban ganti-rugi sesuai dengan hukum jnternasional, :

_ 2. Negara-negara harus Jnenjamin tersediznya upaya menurut sistim perundang-undang.

) znny.s untuk diperolehnya ganti-rugi yang segera dan memadai atau bantuan [ainnyas bertalian de-
ngan kerusakan yang discbabkan pencemaran lingkungan taut oleh orang perorangan atau oleh ba-
dan hukum di bawah yurisdiksi mercka.

3. Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera ¢an memadai bertalian dengan
segala kerugiun yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan liut, Negara-negara harus bekerja-
' sama melaksapakan hukum interpasional, yang Lerlaku dan untuk  pengembangan sclanjuinya hu-
kan internasivonal yang hcrkcmnn_d_c_ug. n hnggung jowaly dan kewajibap ganti-rugi untuk penak-
*siran mengenai kompensast untuk kerusakan secta penyelesaian senpketa yang timbut, dumkmnz
pula, dimana perle, mengeatbangkan kriteria dan proxedur-nrosedur pembiyaran ganti- gt.n \ans-
memadai seperti halnya asuransi wajib alau dana kompenzasi.

—-
v
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Pasal 239 : |
Penggalakan riset ilmiak kelautan © P

1
Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakan

fin memmlahkan p..n;,:.mh.mglu tan penyelengearaan riset itmiah kelautan sesuai dengan Kon-
unsi ini

Pasal 240 '

Asas vmuin bagi penyelenggaraan riset ilmiah - .
Kelautan _

Dulam penyclonggaraan rised ilmial kelautan harus berkikw asas-isas berikut ; :

!
{a} risel iimizh kelaulan arus dilaksanakan senata-mata untuk tujuan damai 3 ' ;
. 4 |
(b) risct ihmiah kelawtan harus dilakukan deagan metode ilmiah yang tepat dan llcm.an
vara yang sesuai dengan Koavensi ing ;
(¢) riset ilmixh kelautan tidak dibenarkan mengpanggn secara tidak sah penggunaan laut 1
' linnya yang sab sesuai dengan Koavenst ini dan penggunaan laut di maksud harus B
. dihormuati ; cn .‘
3 ' )
(4} cisel ilimiah kelauian harus disclenggarakan sesuni dengan segala peraturan relevan
. yiang diterima sesuai Konvensi ini termasuk  Kelentvan-ketentuan mengenai per-
lindungan dan pelestarian lingkungin bt :
Pasal 241 ' e
Tiduk dinkuinya kegiatan riset ilinioh kelautan :
- sebagat dasar hukum bagi tuntutan . : ~
Kegiatan risel ilmiah kelaotan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi tuntutan .lp:lplln 'y
Kthadap suatu bagian dari lingkungan laut atas kekayaan alamnya. . |=
|}
) o
1l
. bl
;I
BAGIAN 2. KERJASAMA INTERNASIONAL 1l
11
. Pasal 242 ’ | ‘
. Penggalakan kegjasama internasional i 9y
I .
). Nepaea- t‘q,nm tl.m orgnisasi-organisasi internasional  vang kompeten, sesuai tlengin
« einsip mcnghonnnhJ-Eudaulalan dian yurisdilsi serta atos dasar saling menpuntongkan, bl
lenppalukkan kergusama internasional dalan riset ilodaly kelban untuk maksud -maksind damai. .
- i
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2. Dalim hubungan ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Negara-negara menurut
fonvensi ini, suatu Negara, dalam  menerapkan Bab ind, harus menyediakan, selayaknya, b..lL,l
Segara-negara lain suatu kesempatan yang panlas untuk mendapatkan, afau dengan kerjasamanya,
nformasi yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan keschatan serta kesela-
talan orang-orang lerhadap lingkungan laut, *

Pasal 243

Penciptaan keadaan y;‘mg mengunlungkin

Negarn nepars dan  organisusi-organisasi internasional yang Kompeten harus bekerja-

S, meiadu pembuatan peseiujuan Gilateral Jan multilateral, antuk menciptakan keadaan yang

Wnguntungkan bapi pelaksanaan riset itminh Eelantan di lnghurpgan lzvt dan pe-nzintegrasikan
aha parry ilmuwan Jatam memipelajan hakekat rl..l‘IOI'l'lLl‘l:l dan proses yang terjadi (ll lmpkunh.m
aut serta interetosi Ji antaranya.

Pasal 244

Publikasi dan pcnycb:lrlmsm informasi serta
pengetalnan

{. Nepara-negars dun organisasi-organisasi internasional yang kompelen, sesuaj dengygn
Lonvensi im, lunus menyediakan indormasi mengenai program ulama yang diajukan serta tujuan-

Fu maupun penvetahuan sebagai hasil riset ilmial kelautan dengan cara publikasi-dan penyebar-
sasan el lul salurainssaluran yang tepat.

Y. Unwk keperluan ini, Negara-negara baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjusama

itngan Nepara-negara fain serty dengin organisasi internasional yang kempeten, harus secara aktil
nenggalakkan arus data ilmiah dan informasi serta alib pengetahwan sebagai hasil dari riset ilmiah
welautan, terutama untuk Negant-negara berkembang dan juga memperkuat kemampuan berdid
tndind dalim eisel ibniah kelautan melatui, intee-alia, program yang menyediakan pendidikan yang

Aemadai serta Yatihan Lagi temaga tehinik dap ilmuwan mercka.

. BAGIAN 3. PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN

RISET ILMIA KELAUTAN

Pasal 245

Riset ibnioh kelautan dalam laut teritorial

Negara-negara pantai dalam melaksanakan kedaulatannya, mempunyai hak cksklusif
uluk mengatur, mengijinkait dan mcnyt.lenggamknn risct ilmiah kclautan dalam laut teritorial-
tya, Riset ilinich I»;cl.mlnn lcr:naksud harus dlsclunggnrakan seniala-malta dengan ijin yang tégas
linyatakan oleh Negara pantai menurut persyaratan yang ditentukan olehnya,
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Pasal 240

Rised ilminh kebwban dalam zona ekonomd
cksklusif dan di landas kontinen

i. Negarpenegara pantai dalam  melakssnakan  yurisdiksinya  mempunyai hak uniuk
aenpalue, moapizinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah keloatan Jalam zona ckonomi ekskh-
1 dzn di Taedas Konlinennya sesuai dengan ketenfuan-ketentuiaan yang relevan Konvensi ini.

Riset ibminh kelantan di datam zona ckonomi  eksklusil dan i lundas kontinen
art deseiviearakan dengaon ijin Negara pantai,

L}

o Peegienegarn pantat daken Keadaan biasit harus memberikan djinnya terhadap pro-
«h ritac 1 ihiniah Lebvatan yanp slisclengparakan oleh Nepari-nepar Gin atin arpanisasi-urm a3
Abernostoiat vy hampete alsbon zong ckonomi ekskiusi!l atao -h Lindas Bondineony: vang -h
e abian e alengan Komvensd ind sensitaemala onieh tajmm dJanai dan demyean tirn
AR e aenale peneetaloco ilmdah tentang lingkungan ut demi Repentingan it s as
Pulnl G tevanahsisd Negsag oepara pantai haes wece s iy meneiiuhan hetenbue dan e
wur puna menionin apar persetujuan ersebut Gdak akan diundorkan atau ditelak tangs alasm
sAng cuk oo,

S Uik heperivmt pelaksanaan ayal 3, keadoan Biasa dapal terwujud  sckalipun antara
Segara painti Jdan Nepara yang melikukan riset tidak ada hubungan diplonsaltik.

a0 Sekalipn demikien Nepari-negart pantai berwenang unduk tdak memberifon ooy
wligustnoya pona Jdclenpgemahannya proyek riset olell Negara lain aiau orgnisasi inlernasional
png Kopppeten daliun zona ckonomi eksklust atau Ji lindas kontinen Negara pantai tersebuot
pahila proyek 1o e :

) aapuyai st onpsung hagi eKplorasi danr ekploniasi keRayaae alon, haik asan |
nEeun non Tuyntiog ! !

thi  meliputi peayebaran dabun landas Kontinen, penggunaan hahan peledak atau peima-
subon balian-hatan berbahoya ke Jdakon linpkongan Lt

(¢ meliputi Kunstruksi, operisi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi
atau bangunan-lsmpunan sebagaimana tersebut pada pasat 60 don 80

el menimdung informasi yang disampaikan menurut pasal 248 mengenai sifal dan ta-
i provek yang Gidak Tepat atau apabiln Negara yang meonyelenpearakan risel atau
orgateest intermasiongl yvang kompeten mempunyai kewajiban-kewajiban yang he.
am dilaksmakan terhadap Nepara pantai berdasarkan suatu proyek riset terdahulr.

G Logue menyimpang dac ketentuan-kefentuan ayat S Negari-negara pantai tidak
. aleh melaksanakan haknya antulk menalian persetujuan berdasarkan sub-ayat (a) ayal tersebut
diatas hegtalinn dengen ]u'uyu.-k-pru_\-ck risel Hlmiah kelautan yanp akan diselenggarakan mennput )
letentia-ketentuan Bab ini dilindas kontinen, di tuar 200 mil Taut dibitung dari garis pangkal dard 5
st bl Tt reritoria) divkuor di luar wilayalhi-wilayalt Khusus yang oleh Negara pantai padia se
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BAGIAN 4. KERJASAMA ANTARA ORGANISASI INTERNASIONAL

Pasal 278 - K
‘Kerjasama antara arganisasi internasiona!l
: 3 ’
"Organisasi- organisasi internasional yang kompctcn yang disebut dalam DRab ini dan dalam
Al hanus mengambil scgalki lmd'lk-m y'\np, pulu untuk menjamin, bLaik secara langsung atau

bn Kerjasama erat .'Illlﬂl"l mereka, |'ll...k||~.5 mann  efektil fungsi dun t.mu_,ung jawab berdasar--
hib ini,

BAB XY
PENYELESAIAN SENGRETA .
BAGIAN 1, KETENTUAN UMUM . L
I"isal 279

Kewajiban uniuk menyelesaikan sengketa deugan damai

Negara-negaca Peserta harus menyelesaikan scliap sengkela antara-mercka perihal inter-
I atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Per-

lan Bangsa Banpsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesiann dengan cara sebagai- -
ditunjukkan dajam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut,

Paxal 250
Penyelesainn sengketa dengan sesuatu

carn damai yang Jdipilih oleh para pilgk

Tiada sesuatupun datun Bab ind menpguiangt hak Negara-negarz Peserla manapun untuk
fikat pada setiap waktu  menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau
fnan Konvensi int dengan carn damai apapun yang mereka pilih sendirni.

Pasat 281

' Peusedur yang ditempuh dalam hat fidak dicapai

penyclesatan olel para pihak

I, Apabite Negara-negara Peserta yang menjudi pihak dalam sengketa perihal interpreta-
! pencrapan Konvensi ini telah bl.'l'Sclj):lk:Il untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut de-
ara damai yang mereka pilil sendiri, maka prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Bab ini -
¢ hanya dalam hal tidak dicapai penyelesaian dengan meneapuh cara demikian dan kese-
i antara para pihak tidak menutup kemungkinan adanya prosedur lanjutan apapun. .

vl . :

2. Apabila para pihak juga telah bersepakat mcng{:na: suatu batas waktu, maka ket
pyat 1 berluku hanya setelah ber ﬂ.hlrny i batas waktu tersebut,
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